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1.1 Latar Belakang 

 

  Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat 

Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang memuat 

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang 

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta 

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan 

pembangunan nasional kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan 

bersasaran. 

Sebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) pada 

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Barat adalah 

rencana pembangunan sektor pertambangan dan energi di Provinsi Kalimantan 

Barat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada 

Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 

yaitu Visi, Misi Gubernur Kalimantan Barat terpilih Tahun 2018ï2023, Sasaran 

dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah 

Kebijakan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat 

Daerah Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Barat untuk 

kurun waktu tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut : 

1. Program Penelitian dan Pengembangan Geologi dan Air Tanah; 

2. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfataan Sumber Daya Air 

Tanah 

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan 

Batubara; 

4. Program Pembinaan Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan 

Batubara; 

5. Program Pengembangan dan Pengendalian Ketenagalistrikan; 
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6. Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi; 

Secara sistematis Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah 

(Renstra OPD) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan 

Barat adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD untuk periode 5 tahun terhitung 

sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dimana dalam penyusunannya 

mempunyai keterkaitan dengan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral dan Renstra seluruh OPD sejenis/terkait di Provinsi Kalimantan Barat. 

Selanjutnya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra 

OPD) digunakan untuk pedoman penyusunan Rencana Pembangunan 

Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) yaitu dokumen 

perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan 

akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran 

Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan 

Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD). 

      

Gambar  1.1 

Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 
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1.2 Landasan Hukum 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 

Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan 

sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan 

Selatan; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 

3. Undang-undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 

5. Undang-undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Undang-undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 ï 2025 Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; 

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panas Bumi; 

10. Undang-undang Nomor  30 Tahun 2007 tentang Energi; 

11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; 

12. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 

13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang 

Ketenagalistrikan; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggung jawaban Kepala Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Minyak dan Gas 

Bumi; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Minyak 

dan Gas Bumi; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyedian dan 

Pemanfaatan Tenaga Listrik; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

pemerintahan Daerah Kabupaten; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha 

Panas Bumi; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara 

penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha 

Penyediaan Tenaga Listrik; 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa 

Penunjang Tenaga Listrik; 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha 

Penyediaan Tenaga Listrik; 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

dan Penyesuaian terhadap target indikator pembangunan daerah; 
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31. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 ï 2009, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  11; 

32. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional; 

33. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan; 

34. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

Bidang Ketenagalistrikan; 

35. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 

1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas 

Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah; 

36. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 

1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas 

Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, 

Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan 

Tanah;  

37. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 

1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas 

Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum; 

38. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 

1454.K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas 

Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi; 

39. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 

Agustus  2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan 

RPJMD; 

40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2013ï2018; 

41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 
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42. Peraturan Gubenur Kalimantan Barat Nomor 118 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Barat. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1) Maksud 

Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan 

Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dimaksudkan yaitu : 

1. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari Undang-undang Republik 

Indoensia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018ï2023; 

2. Penjabaran RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018ï2023 

kedalam Renstra OPD untuk perencanaan 5 tahun disesuaikan dengan 

tugas dan fungsi serta kewenangan sebagaimana ketentuan yang 

berlaku dengan diberlakukannya otonomi daerah. 

2)   Tujuan 

Sedangkan tujuan dari pada disusunnya Rencana Strategis Dinas Energi 

dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, adalah : 

1. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan 

program dan kegiatan pembangunan energi dan sumberdaya mineral 

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 

Provinsi Kalimantan Barat pada kurun waktu 5 Tahun yaitu dari Tahun 

2018ï2023 dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan Organisasi 

Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan; 

2. Sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Energi dan Sumberdaya 

Mineral dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Barat; 

3. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan 

Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Barat. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

2. Landasan Hukum 

3. Maksud dan Tujuan 

4. Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA 

MINERAL 

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan 

Sumberdaya Mineral 

2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 

3. Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas 

Energi dan Sumberdaya Mineral 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Energi dan 

Sumberdaya Mineral 

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) 

5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan 

Sumberdaya Mineral 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

BAB VIII PENUTUP 
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2.1 Tugas, Fungsi  dan struktur Organisasi  

 Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 118 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Barat 

ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Tugas Pokok 

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Barat 

mempunyai tugas membantu Gubenur melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang energi 

dan sumberdaya mineral sesuai peraturan perundangan-undangan. 

2. Fungsi 

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dalam pelaksanaan tugas 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

(1) Perumusan program kerja bidang energi dan sumberdaya mineral; 

(2) Perumusan kebijakan di bidang energi dan sumberdaya mineral; 

(3) Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumberdaya mineral; 

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang energi dan sumberdaya 

mineral sesuai peraturan perundangan-undangan; 

(5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya 

mineral; 

(6) Pelaksanaan administrasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; 

(7) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh 

Gubenur di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral sesuai peraturan 

perundang-undangan; 
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3. Struktur Organisasi 

Sebagaimana pada Peraturan Gubenur Nomor 118 Tahun 2016, 

terdapat pada (lampiran 4, bagian kedua Susunan Organisasi Pasal 5) 

dimana Susunan Organisasi pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 

sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, 

mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, 

mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang energi dan 

sumberdaya mineral sesuai peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi: 

1) Penetapan program kerja  di bidang geologi dan air tanah, mineral 

dan batubara, energi serta ketenagalistrikan; 

2) Perumusan kebijakan di bidang geologi dan air tanah, mineral dan 

batubara, energi serta ketenagalistrikan; 

3) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang geologi dan air 

tanah, mineral dan batubara, energi dan ketenagalistrikan; 

4) Pembinaan dan pengarahan kegiatan di bidang energi dan 

sumberdaya mineral; 

5) Penyelenggaraan kegiatan di bidang geologi dan air tanah, mineral 

dan batubara, energi dan serta ketenagalistrikan; 

6) Pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan 

Dinas; 

7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan 

kegiatan di bidang energi dan sumberdaya mineral; 

8) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubenur berkenaan 

dengan perumusan kebijakan di bidang energi dan sumberdaya 

mineral; 

9) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang energi dan 

sumberdaya mineral yang diberikan oleh Gubenur sesuai peraturan 

perundang-uandangan; 

 

2. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai tugas 
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menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, 

monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan 

keuangan dan asset serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan 

seluruh kegiatan pelayanan dan adminstrasi di lingkungan Dinas Energi 

dan Sumberdaya Mineral. Sekretariat mempunyai fungsi sebagaimana : 

1) Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat; 

2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan 

rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta 

Dinas Energi dan sumberdaya Mineral; 

3) Pengkoordinasian dan fasilitas terhadap penyusunan rencana kerja 

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; 

4) Pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur 

serta keuangan dan asset di lingkungan Dinas Energi dan 

Sumberdaya Mineral; 

5) Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di 

lingkungan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

6) Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, 

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan 

keuangan dan asset di lingkungan Dinas sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

7) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan 

sekretariat; 

8)    Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Energi 

dan Sumberdaya Mineral berkenaan dengan tugas dan fungsi di  

bidang sekretariat; 

9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral; 

10) Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekratriat yang diserahkan oleh 

Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

 

Didalam kesekretariatan terdapat sub bagian yang membawahinya, 

sub bagian tersebut masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala sub 

bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. 

Sekretariat membawahi antara lain: 
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1)  Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi. 

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai 

tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penyusunan 

rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan 

pelaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

2)  Sub Bagian Umum dan Aparatur; 

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan 

dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

3)   Sub Bagian Keuangan dan Asset. 

Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas mengumpulkan 

dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset, 

penyusunan laporan keuangan dan asset di lingkungan dinas serta 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

3. Bidang Geologi dan Air Tanah 

Bidang Geologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai 

tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang 

penyelenggaraan pemetaan geologi dan air tanah, konservasi air tanah, 

pengusahaan air tanah serta bertanggungjawab memimpin seluruh 

kegiatan dan administrasi di bidang geologi dan air tanah. Fungsi Bidang 

Geologi dan Air Tanah antara lain : 

1) Penyusunan program kerja di bidang geologi dan air tanah; 

2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pemetaan geologi dan air tanah; 

3) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengusahaan 

air tanah; 

4) Pengkoordinasian kegiatan di bidang geologi dan air tanah; 

5) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 

fungsi di bidang geologi dan air tanah sesuai peraturan perundang-

undangan; 

6) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang 

geologi dan air tanah sesuai peraturan perundang-undagan; 
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7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas 

berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang dan air tanah; 

8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di 

bidang geologi dan air tanah; 

9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang 

geologi dan air tanah sesuai peraturan perundang-undangan. 

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai seksi yang dipimpin oleh 

seorang kepala seksi yang berada dibawahh dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, seksi yang dimaksud 

antara lain: 

1) Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah; 

Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas 

mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pemetaan geologi dan air tanah serta mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.  

2) Seksi Konservasi Air Tanah; 

Seksi Konservasi Air Tanah mempunyai tugas mengumpul dan 

mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi air 

tanah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3) Seksi Pengusahaan Air Tanah; 

Seksi Pengusahaan Air Tanah mempunyai tugas mengumpul dan 

mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengusahaan 

air tanah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 

4. Bidang Mineral dan Batubara 

Bidang Mineral dan Batubara dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Dinas,  mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan 

teknis di bidang pembinaan pengusahaan mineral dan batubara, 

produksi, penerimaan mineral dan batubara, teknik dan konservasi 

mineral dan batubara serta bertanggungjawab memimpin seluruh 

kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Mineral dan Batubara. 

Fungsi Bidang Mineral dan Batubara antara lain : 
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1) Penyusunan program kerja di bidang mineral dan batubara; 

2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pembinaan pengusahaan mineral dan batubara; 

3) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang teknik di 

bidang teknik dan konservasi mineral dan batubara; 

4) Pengkoordinasian kegiatan di bidang mineral dan batubara; 

5) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 

fungsi di bidang mineral dan batubra sesuai peraturan perundang-

undangan; 

6) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang mineral dan 

batubara sesuai peraturan perundang-undangan; 

7) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang 

mineral dan batubara sesuai peraturan perundang-undangan; 

8) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas 

berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang mineral dan batubara; 

9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di 

bidang mineral dan batubara; 

10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang 

mineral dan batubara sesuai peraturan perundang-undangan; 

 

Bidang Mineral dan Batubara mempunyai seksi yang dipimpin oleh 

seorang kepala seksi yang berada dibawahh dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang Mineral dan Batubara, seksi yang dimaksud 

antara lain: 

1)   Seksi Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara; 

Seksi Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai 

tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di 

bidang pembinaan pengusahaan mineral dan batubara serta 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 

2)   Seksi Produksi dan Penerimaan Mineral dan Batubara; 

Seksi Produksi dan Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai 

tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di 

bidang produksi dan penerimaan mineral dan batubara serta 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 
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3)   Seksi Teknik dan Konservasi Mineral dan Batubara; 

Seksi Teknik dan Konservasi Mineral dan Batubara mempunyai 

tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di 

bidang teknik dan konservasi mineral dan batubara serta 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 

 

5. Bidang Energi 

Bidang Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Energi 

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis 

di bidang pertambangan energi baru terbarukan, pengusahaan energi 

baru terbarukan, dan konservasi energi serta bertanggungjawab 

memimpin seluruh kegiatan pelayanan administrasi di bidang energi. 

Fungsi Bidang Energi antara lain; 

1) Penyusunan program kerja di bidang Energi; 

2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengembangan energi baru terbarukan; 

3) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengusahaan 

energi baru terbarukan; 

4) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang konservasi 

energi; 

5) Pembinaan dan pengawasan terhdap pelaksanaan tugas dan fungsi 

di bidang energi sesuai peraturan perundang-undangan; 

6) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminstrasi di bidang 

energy sesuai peraturan perundang-undangan; 

7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas 

berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang energi; 

8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di 

bidang energi; 

9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang 

energi sesuai peraturan perundang-undangan; 

Bidang Energi mempunyai seksi yang dipimpin oleh seorang kepala 

seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bidang Energi, seksi yang dimaksud antara lain: 

1) Seksi Pengembangan dan Energi Baru Terbarukan; 
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Seksi Pengembangan dan Energi Baru Terbarukan mempunyai 

tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang 

pengembangan energi baru terbarukan serta mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

2) Seksi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan; 

Seksi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas 

mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang 

pengusahaan energi baru terbarukan serta mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

3) Seksi Konservasi Energi 

Seksi Konservasi Energi mempunyai tugas mengumpul dan 

mengolah bahan kebijakan teknis di bidang konservasi energi serta 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

6. Bidang Ketenagalistrikan 

Bidang Ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang 

Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 

merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan 

ketenagalistrikan, pengusahaan ketenagalistrikan, dan pengawas 

ketenagalistrikan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan 

pelayanan administrasi di bidang ketenagalistrikan, Fungsi Bidang 

Ketanagalistrikan antara lain; 

1) Penyusunan program kerja di bidang ketenagalistrikan; 

2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengembangan ketenagalistrikan; 

3) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengusahaan ketenagalistrikan; 

4) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengawasan ketengalistrikan; 

5) Pengkoordinasian kegiatan di bidang ketenagalistrikan; 

6) Pembinaan dan pengawasan terhaap pelaksanaan tugas dan fungsi 

di bidang ketenagalistrikan sesuai peraturan perundang-undangan; 

7) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan 

sesuai peraturan perundang-undangan; 
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8) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang 

ketenagalistrikan sesuai peraturan perundang-undangan; 

9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas 

berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang 

ketenagalistrikan; 

10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di 

bidang ketenagalistrikan; 

11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang 

ketenagalistrikan sesuai peraturan perundang-undangan; 

 

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai seksi yang dipimpin oleh 

seorang kepala seksi yang berada dibawahh dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan, seksi yang dimaksud antara 

lain: 

1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan; 

Seksi Pengembangan ketenagalistrikan mempunyai tugas 

mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang 

pengembangan ketenagalistrikan serta mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

2) Seksi Pengusahaan Ketengalistrikan; 

Seksi Pengusahaan ketenagalistrikan mempunyai tugas mengumpul 

dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengusahaan ketenagalistrikan serta mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

3) Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan. 

Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan mempunyai tugas mengumpul 

dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengawasan ketenagalistrikan serta mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan  berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan 

perundang-undagan; 
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2) Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya seara 

administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris dan secara operasional berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; 

3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri 

Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan 

keterampilan; 

4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional 

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undagan. 

 

2.2 Sumber Daya Dinas Energi dan Provinsi Kalimantan Barat 

1) Sumber Daya Manusia 

 Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi 

maupun perusahaan. Pada hakikatnya, Sumber Daya Manusia berupa 

manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, 

pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Pada Dinas 

Energi dan Sumberdaya Mineral Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2018 berjumlah 71 orang, dengan klasifikasi sebagaimana tabel 2.1. 

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 

Provinsi Kalimantan Barat 
s.d Desember 2018 

NO. 
PENDIDIKAN/ GOL. IV GOL. III GOL. II GOL. I 

JUMLAH 
PEGAWAI 

JURUSAN L P L P L P L P L P Jumlah 

1 Pasca Sarjana (S-2) 5 2 2 0 0 0 0 0 6 3 9 

  

1. Magister Management 1 - - - - - - - 1 - 1 

2. Magister Engineering - - 1 - - - - - - 1 1 

3. Mangister Sains 1 - 1 - - - - - 2 - 2 

4. Mangister Ekonomi 1 - - - - - - - 1 - 1 

5. Mangister Teknik - 1 - - - - - - - 1 1 

6. Magister Adm Negara 2 1 - - - - - - 2 1 3 

2 Sarjana (S-1) 1 0 21 6 0 0 0 0 22 6 28 

  
1. Teknik Geologi 1 - 3 - - - - - 4 - 4 

2. Teknik Tambang - - 1 - - - - - 1 - 1 
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NO. 
PENDIDIKAN/ GOL. IV GOL. III GOL. II GOL. I 

JUMLAH 
PEGAWAI 

JURUSAN L P L P L P L P L P Jumlah 

3. Teknik Elektro - - 5 2 - - - - 5 2 7 

4. Teknik Geodesi - - - - - - - - - - 0 

5. Teknik Lingkungan - - 1 1 - - - - 1 1 2 

6. Administrasi Negara - - 2 - - - - - 2 - 2 

7. Hukum Perdata - - 1 - - - - - 1 - 1 

8. Hukum Tata Negara - - 1 - - - - - 1 - 1 

9. Ekonomi Manajemen - - 3 - - - - - 3 - 3 

10. Ekonomi  - - 2 2 - - - - 2 2 4 

11. Teknik Planologi - - 1 - - - - - 1 - 1 

11. Teknik Sipil - - 1 1 - - - - 1 1 2 

3 Sarmud / D-3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

  1. Teknik Mesin - - - - 1 - - - 1 - 1 

4 SLTA 0 0 28 5 0 0 0 1 28 5 33 

  

1. STM(Geologi/Tambang) - - 1 - - - - - 1 - 1 

2.STM/Mesin -   5 - - - - - 5 - 5 

3. STM/Listrik - - 2 - - - - - 2 - 2 

4. STM/Elektro - - 1 - - - - - 1 - 1 

5. STM/Bangunan - - - - - - - - - - - 

6. STM/Teknologi Industri - - 2 - - - - - 2 - 2 

7. STM/Teknologi                  0 0 - 

    Pengerjaan Logam - - 1 - - - - - 1 - 1 

8  SMA/IPS - - 2 - - - - - 2 - 2 

9. SMA/IPA - - 8 1 - - - - 8 1 9 

10.SMAK/Analis  - - 6 1 - - - - 6 1 7 

     Kesehatan                       

11. SMEA/Tata Niaga - - - 1 - - - 1 - 1 1 

  - - - 2 - - - - - 2 2 

JUMLAH KESELURUHAN 6 2 51 11 1 0 0 1 57 14 71 

 

Sarana dan prasarana aset Dinas Energi dan Provinsi Kalimantan Barat di 

Tahun 2018 sebanyak 1624 unit yang terdiri dari Tanah Bangunan Rumah/ 

Gudang/ Kantor dan Laboratorium, Pompa, Mesin bor, kendaraan, mesin tik, 

lemari, proyektor, meja, kursi, AC, dan lain-lain.  
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3. Kinerja Pelayanan OPD 

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan 

Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan sasaran/target 

Renstra Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Barat 

periode sebelumnya, menurut Surat Perintah Membayar (SPM) dan indikator 

kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan 

Barat serta indikator yang lain telah diratifikasi oleh pemerintah. 

 (Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan OPD) dan (Tabel 2.3. Anggaran dan 

realisasi pendanaan pelayanan OPD) 

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 

1) Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD 

TANTANGAN PELUANG 

1. Adanya tumpang tindih produk 
hukum yang diterbitkan oleh 
lintas energi di sektor 
pertambangan dan energi dan 
Perubahan regulasi di pusat 
belum disosialisasikan secara 
optimal didaerah sehingga 
terjadi multifungsi/multipersepsi. 

1. Banyaknya potensi sumber daya 
mineral logam dan non logam di 
Kalimantan Barat. 

2. Usaha pertambangan harus 
dilaksanakan dengan baik dan 
benar (good mining practice) 
dan berwawasan lingkungan. 

2. Kebutuhan energi yang terus 
meningkat, karena bertambahnya 
jumlah kendaraan bermotor, 
pertambahan penduduk, dan 
meningkatnya perekonomian 
masyarakat. 

3. Aksesibilitas ketenagalistrikan 
masyarakat khususnya di 
pedesaan dan wilayah 3T 
(Tertinggal, Terdepan, Terluar) 
masih cukup rendah. 

3. Sumber daya mineral dan air 
tanah yang banyak belum 
terekploitasi secara maksimal. 

4. Masih rendahnya jumlah RT 
tidak mampu/ miskin yang 
belum mendapatkan subsidi 
listrik 

4. Terdapat tujuh titik cekungan air 
tanah yaitu cekungan air tanah 
Paloh, CAT Sambas, CAT 
Singkawang, CAT Pontianak, CAT 
Sintang, CAT Kapuas Hulu dan 
Palangkaraya-Banjarmasin. 

5. Masih rendahnya minat investor 
yang mau bergerak di bidang 
pembangunan pembangkit 
tenaga listrik karena harga 
pembelian listrik yang dihasilkan 
masih di bawah harga 
keekonomiannya. 
 

5. Adanya potensi energi 
alternatif/EBT seperti  matahari, 
air dan angin yang belum 
dikembangkan secara maksimal 
dan terus meningkatnya  
permintaan energi listrik di 
Kalimantan Barat. 
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TANTANGAN PELUANG 

6. Lokasi potensi sumber daya 
alam pada umumnya terletak di 
daerah-daerah terpencil 
sehingga dibutuhkan 
pembangunan sarana dan 
prasarana untuk dapat 
menjangkau lokasi tersebut. 

6. Banyaknya jumlah investasi di  
sektor pertambangan. 

7. Isu lingkungan yang semakin 
deras digulirkan LSM ataupun 
non goverment organization. 

7. Peluang ekspor mineral dan batu 
bara yang besar. 

8. Rendahnya aktifitas kegiatan 
eksplorasi di bidang mineral 
dan batu bara akibat adanya 
regulasi kehutanan. 

8. Kebutuhan Energi dan 
Sumberdaya Mineral (ESDM) 
yang terus meningkat. 

9. Kurangnya tenaga teknis 
terhadap pengelolaan Sumber 
Daya yang ada di sector 
pertambangan 

9. Adanya potensi uranium untuk 
pembangunan PLTN, serta 
stabilnya Provinsi Kalimantan 
Barat dari adanya gempa bumi. 

10. Rendahnya kesadaran 
pemegang izin usaha penyedia 
tenaga listrik untuk kepentingan 
sendiri yang mematuhi 
ketentuan dan keselamatan 
ketenagalistrikan 

10. Undang-undang dan peraturan di 
bidang ketenagalistrikan yang 
menekankan pentingnya 
keselamatan ketenagalistrikan 

11. Rendahnya kesadaran 
penyedia tenaga listrik untuk 
kepentingan sendiri untuk 
memiliki izin usaha penyedia 
tenaga listrik untuk kepentingan 
sendiri. 

11. Telah diatur dalam UU dan 
peraturan di bidang 
ketenagalistrikan tentang 
kewajiban perizinan di bidang 
ketenagalistrikan. 
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3.1 Identifikasi  Permasalahan  Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi  

Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

 Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 

Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang 

Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah  Provinsi Kalimantan Barat, antara 

lain: 

1) Masih rendahnya prosentase cakupan penelitian di cekungan air tanah 

prioritas yang diakibatkan karena belum tersedianya data dan informasi 

geologi dan cekungan air tanah melalui optimaisasi, inventarisasi, 

pengelolaan dan pemetaan, belum tersusunnya zona konservasi air 

tanah, dan masih belum optimalnya pendataan dan pemetaan terhadap 

pemanfaatan dan konservasi air tanah. 

2) Rendahnya pendapatan daerah di sektor air tanah yang diakibatkan 

karena belum optimalnya pembinaan pengawasan terhadap pengusahaan 

air tanah, dan regulasi pemanfaatan air tanah belum diatur dengan jelas, 

sehingga pembatasan pengambilan air tanah belum bisa dilaksanakan. 

3) Rendahnya pendapatan daerah di sektor mineral dan batubara karena 

masih kurangnya regulasi daerah di sektor pertambangan mineral dan 

batubara, belum optimalnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan 

terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga masih 

banyak pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajibannya dalam 

melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, 

belum maksimalnya peningkatan nilai tambah hasil tambang berupa iuran 

produksi dan iuran tambang (PNBP) sehingga kontribusi terhadap PDRB 

sektor pertambangan masih rendah, terbatasnya database pertambangan 

mineral, batubara dan air tanah, belum adanya penetapan terhadap 

wilayah usaha pertambangan, serta belum optimalnya kegiatan Izin Usaha 

Jasa Pertambangan dan RKAB.  
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4) Belum optimalnya pembinaan terhadap perubahan lingkungan akibat 

pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan 

pencegahan peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) karena masih 

rendahnya pengelolaan lingkungan terhadap pelaksanaan Izin Usaha 

Pertambangan, masih rendahnya persentase wilayah pertambangan yang 

sudah direklamasi, belum optimalnya sosialisasi dan publikasi dampak 

lingkungan kegiatan pertambangan sehingga masih terdapat pengelolaan 

kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah 

pertambangan yang baik dan benar serta terjadinya kerusakan lahan dan 

pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang tersebar di 

Kabupaten/Kota, sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI 

yang dilakukan masyarakat dikarenakan penambangan tanpa izin di 

beberapa daerah dilakukan oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi 

mata pencaharian, belum optimalnya kajian terhadap lahan reklamasi, 

masih sedikitnya lahan percontohan reklamasi areal bekas tambang, serta 

belum optimalnya evaluasi terhadap dokumen reklamasi dan pasca 

tambang. 

5) Rendahnya persentase Badan usaha penyediaan dan pemanfaatan 

tenaga listrik non PLN yang memiliki perizinan di bidang ketenagalistrikan 

dan persentase desa berlistrik diakibatkan karena belum optimalnya data 

infrastruktur ketenagalistrikan wilayah kalbar, masih banyaknya RT miskin 

belum berlistrik yang mendapat sambungan listrik gratis, belum 

optimalnya pendataan laporan desa belum berlistrik, masih banyaknya RT 

yang belum mendapat subsidi listrik tepat sasaran, belum optimalnya 

inventarisasi penyediaan tenaga listrik non PLN, masih kurangnya regulasi 

daerah tentang ketenagalistrikan, belum optimalnya pengawasan 

terhadap keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan, masih rendahnya 

sosialisasi usaha di bidang ketenagalistrikan, serta belum maksimalnya 

pengawasan teknis pelaksanaan sertifikasi instalasi pembangkit tenaga 

listrik dan instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan menengah. 

6) Rendahnya persentase kontribusi bauran energi berbasis EBT karena 

banyaknya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan 

secara maksimal dan masih tingginya ketergantungan pembangkit listrik 

pada bahan bakar minyak, masih kurangnya sosialisasi hemat energi dan 

air kepada masyarakat dan instansi pemerintahan, masih kurangnya 

regulasi daerah tentang pengelolaan energi dan sosialisasi terhadap 
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regulasi terkait, belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan data 

mengenai potensi EBT, masih terdapat beberapa fasilitas EBT terbangun 

yang tidak dirawat dengan baik sehingga mengalami kerusakan, belum 

optimalnya pendataan terhadap penggunaan Biofuel yang digunakan oleh 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan listriknya, dan belum terdatanya 

informasi mengenai penurunan gas rumah kaca (GRK). 

 

3.2 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

3.2.1.1.1.1  

 Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat adalah Tahun 2018 ï 2023 

yaitu: 

 

 

 

VISI tersebut mengandung bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang fokus 

pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka 

keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun 

jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah 

ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudra, 

mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio 

elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), 

menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-

lain.  

sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Kalimantan Barat 

bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk 

meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kalimantan Barat lebih 

sejahtera. 

Selain itu, visi tersebut juga memfokuskan pada perbaikan tata kelola 

pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan 

efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

dan pelayanan public. 

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola 

pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan 

program pembangunan ekonomi dan social yang hasil akhirnya adalah 

òTERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN 

BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA 

PEMERINTAHANó 
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peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi 

kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang 

agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman 

dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh 

aspek kehidupan, dalam kelembagaan. Pranata, dan nilai-nilai yang 

melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. 

3.2.1.1.1.2 h 

Sesuai dengan harapan terwujudnya ñKesejahteraan Masyarakat 

Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan 

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahanò, maka ditetapkan ñMisiò Kalimantan 

Barat 2018-2023 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut.  

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu 

mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan 

air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan 

samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa 

didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk 

mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu 

peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.  

 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-

prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik 

intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, 

efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan 

lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan 

dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang 

kendali pemerintahan maka  akan diwujudkan melalui pemekaran daerah 

yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur 

Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran 

Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam 

jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan 

Barat, yaitu Provinsi Ketapang. 

 

3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat 

kesehatan, dan memperkuat  kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam 
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proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

 

4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka 

kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah 

terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, 

menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan 

mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor 

pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor 

industri pengolahan. 

5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan 

kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan 

wilayah. 

 

6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan 

tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan 

pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang 

serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, 

dan upaya konservasi. 

 

Secara garis besar, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Barat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur 

khususnya yang berkaitan dengan pengembangan listrik yang bersumber dari 

energi baru terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH, PLTN, dan PLTB), diversifikasi 

dan konservasi energi serta peningkatan pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan 

pengembangan konservasi air tanah. 

Untuk mengembangkan sektor kelistrikan dan usaha pertambangan di 

Provinsi Kalimantan Barat paling tidak masih dihadapkan pada tantangan 

utama saat ini, yaitu: 

1. Masih banyak masyarakat yang belum teraliri listrik, terutama di daerah 3T 

(Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yang tidak dapat di jangkau oleh 

jaringan listrik PLN. 

2. Masih kurangnya daya listrik untuk menumbuh kembangkan sektor 

industri hilir. 
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3. Pengelolaan Usaha Pertambangan yang belum optimal serta berwawasan 

lingkungan yang berkelanjutan.  

4. Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis 

kompetensi dalam rangka kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pengelolaan serta pelaksanaan usaha pertambangan. 

5. Belum tersedianya database sumber daya mineral yang akurat sehingga 

menyebabkan adanya potensi yang tidak bisa di informasikan kepada 

para Investor sektor pertambangan. 

6. Adanya permasalahan kewilayahan atau Tata Ruang terkait dengan 

pemanfaatan lahan bersama antara sektor pertambangan dengan sektor 

lainnya. 

 

3.3 Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Analisis Renstra K/L (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai 

keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran 

pelaksanaan Renstra OPD provinsi terhadap sasaran Renstra K/L sesuai 

dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD. 

Renstra Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan sesuai 

dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2015 Tentang Rencana 

Strategis Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2015-2019. 

 

3.3.1   Visi Kementerian ESDM 

Kementerian ESDM melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Nasional, 

khususnya bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menetapkan 

Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang lebih operasional dengan 

mengacu pada RPJMN 2015-2019. Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 

2015-2019 adalah :  

 

 

 

 

3.3.2  Misi Kementerian ESDM 

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:  

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber 

òTerwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royongó 
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daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara 

kepulauan;  

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum;  

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai 

negara maritim;  

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan 

sejahtera;  

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;  

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, 

dan berbasiskan kepentingan nasional; dan  

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.  

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Visi dan Misi 

Pembangunan Nasional tersebut, khususnya bidang Energi dan Sumber Daya 

Mineral dengan menetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang 

lebih operasional dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019.  

 

3.3.3  Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Kementerian ESDM 

yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun (di 

akhir tahun 2019) adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 3.1. 

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 

No Tujuan Sasaran 

1 Terjaminnya penyediaan energi dan 
bahan baku domestik 

1. Mengoptimalkan kapasitas penyediaan 
energi fosil; 

2. Meningkatkan alokasi energi domestik; 
3. Meningkatkan akses dan infrastruktur 

energi; 
4. Meningkatkan diversifikasi energi; 
5. Meningkatkan efisiensi energi dan 

pengurangan emisi; 
6. Meningkatkan produksi mineral dan 

PNT 

2 Terwujudnya Optimalisasi penerimaan 
negara dari sektor ESDM 

Mengoptimalkan penerimaan negara dari 
sektor ESDM 

3 Terwujudnya subsidi energi yang lebih 
tepat sasaran dan harga yang kompetitif  

Mewujudkan subsidi energi yang lebih 
tepat sasaran.  

4 Terwujudnya peningkatan investasi 
sektor ESDM  

Meningkatkan investasi sektor ESDM  

5 Terwujudnya manajemen dan SDM yang 
profesional serta peningkatan kapasitas 

1. Mewujudkan manajemen dan SDM 
yang profesional;  
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No Tujuan Sasaran 

iptek dan pelayanan bidang geologi  
 

2. Meningkatkan kapasitas iptek.  
3. Meningkatkan kualitas informasi dan 

pelayanan bidang geologi  

 

3.3.4  Kondisi Energi dan Sumber Daya Mineral 

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian ESDM yang mempengaruhi 

kondisi Provinsi Kalimantan Barat di antaranya adalah :  

a. Bauran Energi Nasional masih didominasi oleh BBM;  

b. Belum optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM;  

c. Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan 

sumberdaya mineral, dikarenakan tumpang tindihnya wilayah 

pertambangan dengan kehutanan, perkebunan, lamanya pinjam pakai 

wilayah hutan;  

d. Keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi 

pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas 

terpasang relatif kecil, diakibatkan oleh keterbatasan pendanaan 

ketenagalistrikan oleh pemerintah;  

e. Rasio Elektrifikasi provinsi Kalbar sebesar 89% masih dibawah rasio 

elektrifikasi nasional tahun 2017 yaitu sebesar 95,35%; 

f. Masih banyaknya perizinan Kawasan Pertambangan di daerah yang tidak 

mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta masih 

maraknya aktivitas pertambangan rakyat ilegal;  

g. Konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan 

makin maraknya aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin, serta 

pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di kawasan 

perindustrian dan perkebunan.  

 

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat, maka 

terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian ESDM yang harus 

diselaraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kementerian ESDM adalah 

sebagai berikut : 
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1. Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik, dengan upaya 

kemandirian energi di Kalimantan Barat melalui pengembangan energi baru 

terbarukan;  

2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM, dengan 

upaya optimalisasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor 

ESDM;  

3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang 

kompetitif, dengan upaya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder 

terkait;  

4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM, dengan meningkatkan 

promosi-promosi sektor ESDM dan menyediakan data dan informasi 

potensi dan sebaran material yang terukur dan ter update;  

5. Terwujudnya manajemen dan SDM yang profesional serta peningkatan 

kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi, dengan meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pengetahuan sumber daya manusia dibidang geologi 

melalui pelatihan dan kursus-kursus bidang geologi;  

Terkait dengan program yang terdapat dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, perlu ditelaah sasaran pada Renstra 

Kementerian ESDM sebagaimana yang dijabarkan pada Tabel 3.4. berikut : 

Tabel 3.2 

Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan Dinas ESDM  
Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan telaahan Sasaran 

Renstra Kementerian ESDM 

NO 

Sasaran Jangka 
Menengah 

renstra 
Kementerian 

ESDM 

Tupoksi Dinas 
ESDM Prov 

Kalbar 
Permasalahan 

FAKTOR 

Penghambat Pendorong 

1 Terjaminnya 
peningkatan 
penyediaan 
energi dan bahan 
baku domestik 

Penyelenggaraan 
urusan 
pemerintah di 
bidang energi 
dan sumber daya 
mineral sesuai 
peraturan 
perundang-
undangan 

- Masih 
rendahnya 
konsumsi listrik 
per kapita 

- Rasio 
Elektrifikasi 
dan Rasio 
Desa Berlistrik 
masih dibawah 
rata-rata 
Nasional 

- Banyaknya 
potensi EBT 
tetapi belum 
dapat 
dimanfaatkan 
secara 

- Masih banyak 
rumah tangga 
belum 
berlistrik 

- Masih 
tingginya 
pemanfaatan 
energy fosil 

- Masih 
tingginya 
permintaan 
energi 

- Kebijakan 
nasional yang 
lebih 
berpihak 
pada 
investasi 
pengembang
an energi 
baru 
terbarukan 

- Pembukaan 
kawasan 
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NO 

Sasaran Jangka 
Menengah 

renstra 
Kementerian 

ESDM 

Tupoksi Dinas 
ESDM Prov 

Kalbar 
Permasalahan 

FAKTOR 

Penghambat Pendorong 

maksimal 
 

industri baru 

2 Terwujudnya 
optimalisasi 
penerimaan 
negara dari 
sektor ESDM 

Pemberian 
rekomendasi 
teknis perizinan 
usaha 
pertambangan 
dan pengawasan 
terhadap usaha 
pertambangan  
 

- Belum 
optimalnya 
pembinaan, 
pengawasan, 
dan 
pengendalian 
sektor ESDM  

 

- Kurangnya 
kesadaran 
perusahaan 
tambang 
terhadap 
aturan 
Perundang-
undangan  

- Kurangnya 
jumlah pejabat 
pengawas 

- Luas wilayah 
cakupan 
pengawasan 

- Jumlah 
pemegang 
IUP yang 
cukup besar 
dan 
meningkat 
setiap 
tahunnya. 

3 Terwujudnya 
subsidi energi 
yang lebih tepat 
sasaran  

Penyelenggaraan 
urusan 
pemerintah di 
bidang energi 
dan sumber daya 
mineral sesuai 
peraturan 
perundang-
undangan 

- Pemerintah 
provinsi tidak 
mempunyai 
kewenangan 
melakukan 
pembinaan, 
pengawasan, 
dan 
pengendalian 
di sektor Migas  

- Belum adanya 
kepastian 
hukum 
terhadap 
oknum-oknum 
yang 
menyelewengk
an energi 
bersubsidi  

- Masih terjadi 
kelangkaan 
BBM dan LPG 
bersubdisi 
yang 
tergantung dari 
supply 
pertamina 

- Jumlah 
penerima 
subsidi yang 
semakin 
meningkat tiap 
tahunnya  

- Kurangnya 
pengawasan 
pemanfaatan 
energi 
bersubsidi dari 
kementrian 
ESDM (pusat)  

 

- Keterbatasan 
tersedianya 
bahan bakar 
bersubsidi 
sehingga 
mendorong 
masyarakat 
menggunaka
n bahan 
bakar non 
subsidi  

-  

4 Terwujudnya 
peningkatan 
investasi sektor 
ESDM  

Peningkatan 
PDRB sektor 
ESDM 

- Belum 
tersedianya 
data dan 
informasi 
secara terukur 
dan ter update 
secara berkala  

 

- Belum 
disusun dan 
ditetapkannya 
Wilayah Izin 
Usaha 
Pertambanga
n (WIUP) 
Lintas 
Kabupaten/Ko
ta.  

- Konflik 
kepentingan 
antara 
Kabupaten/Ko
ta dengan 
Provinsi serta 
OPD terkait 
(Kehutanan 

- Ketersediaan 
dana APBD 
dan APBN  

- Potensi dan 
sebaran 
Energi dan 
Sumberdaya 
mineral yang 
menyebar 
dan cukup 
tingi  

- Minat 
investor 
cukup tinggi  

- Meningkatny
a kebutuhan 
bahan 
material 



 Rencana Strategis (RENSTRA)  

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018 ð 2023  

 

 

      Halaman 34 

 

NO 

Sasaran Jangka 
Menengah 

renstra 
Kementerian 

ESDM 

Tupoksi Dinas 
ESDM Prov 

Kalbar 
Permasalahan 

FAKTOR 

Penghambat Pendorong 

dan 
Lingkungan 
Hidup serta 
Pemerhati 
Lingkungan 
Hidup)  

penunjang 
konstruksi  

 

5 Terwujudnya 
manajemen dan 
SDM yang 
profesional serta 
peningkatan 
kapasitas iptek 
dan pelayanan 
bidang geologi  

Pelaksanaan 
evaluasi dan 
pelaporan di 
bidang energy 
dan sumber daya 
mineral  

- Rendahnya 
kualitas dan 
kuantitas 
pengetahuan 
sumber daya 
manusia 
dibidang 
geologi.  

 

- Kurangnya 
jumlah 
personil 
dengan basic 
ahli geologi  

 

- Terdapat 
perguruan 
tinggi yang 
berbasis 
geologi  

- Banyaknya 
diklat dan 
kursus bidang 
geologi  

 
 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) 

3.4.1 Telaahan RTRW 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dalam pelaksanaan tugas di bidang 

mineral dan batubara, geologi dan air tanah, ketenagalistrikan, energi baru 

terbarukan, telah tertuang dan sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-

2034, sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
 

No Kebijakan RTRW 
Tupoksi Dinas 

ESDM 
Permasalahan 

Faktor 
Penghambat dan 

Pendorong 

1 Rencana Sistem Jaringan 
Prasarana Energi 
a. Jaringan distribusi pipa 

minyak dan gas bumi; 
b. Pembangkit tenaga 

listrik; dan 
c. Jaringan transmisi 

tenaga listrik. 

Menyiapkan bahan 
dan merumuskan 
kebijakan teknis di 
bidang 
pengembangan 
energi baru 
terbarukan, 
pengusahaan 
energi baru 
terbarukan, dan 
konservasi energi 

- Pemerintah provinsi 
tidak mempunyai 
kewenangan 
melakukan 
pembinaan, 
pengawasan, dan 
pengendalian di 
sektor Migas  

- Masih rendahnya 
persentase 
energi baru 
terbarukan dalam 
Bauran Energi  

- Rendahnya Rasio 
Elektrifikasi dan 
Rasio Desa 
Berlistrik  

 

Faktor 
Penghambat : 
a) Masih tingginya 

penggunaan 
energi fosil  

b) Subsidi BBM 
c) Harga EBT 

yang belum 
bisa bersaing 

d) Biaya investasi 
EBT yang tinggi 

 
Faktor Pendorong 
: 
a) Potensi EBT 

yang melimpah 
b) Kebijakan 

penurunan 
emisi gas 
rumah kaca 



 Rencana Strategis (RENSTRA)  

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018 ð 2023  

 

 

      Halaman 35 

 

No Kebijakan RTRW 
Tupoksi Dinas 

ESDM 
Permasalahan 

Faktor 
Penghambat dan 

Pendorong 

2 Sistem Jaringan Prasarana 
Sumber Daya Air 
a. Sistem prasarana 

sumber daya air 
nasional yang terkait 
dengan wilayah provinsi; 

b. Sistem jaringan 
prasarana sumber daya 
air provinsi 

Pembinaan dan 
pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi di bidang 
geologi dan air 
tanah sesuai 
peraturan 
perundang-
undangan;  
 

- Belum optimalnya 
informasi 
terhadap geologi 
dan air tanah 

- Belum optimalnya 
pemanfaatan, 
pengembangan 
dan pemetaan 
potensi air tanah 

- Rendahnya 
kesadaran 
tentang izin 
pemakaian air 
tanah   

Faktor 
Penghambat : 
a) Peresapan air 

kurang 
maksimal 

b) Pemanfaatan 
air tanah yang 
kurang efektif 

c) Rendahnya 
kualitas air 
tanah 

 
Faktor Pendorong 
: 
a) Terdapat 7 

cekungan air 
tanah (CAT) 

b) Kebutuhan air 
bersih yang 
semakin 
meningkat 

3 Kawasan Peruntukkan 
Pertambangan 

Pembinaan dan 
pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi di bidang  
mineral dan 
batubara sesuai 
peraturan 
perundang-
undangan 

- Kebutuhan bahan 
tambang yang 
terus meningkat 
tanpa diimbangi 
dengan jumlah 
perizinan 
pertambangan 
dan belum 
optimalnya 
informasi potensi 
dan sumberdaya 
mineral 

- Terjadinya 
kerusakan lahan 
dan pencemaran 
lingkungan akibat 
kegiatan 
penambangan 

Faktor 
Penghambat : 
a) Kekhawatiran 

sulitnya 
perizinan usaha 
pertambangan 

b) Maraknya 
pertambangan 
tanpa izin 

 
 
Faktor Pendorong 
: 
a) Potensi 

sumber daya 
mineral 

b) Meningkatnya 
kebutuhan 
bahan material 
penunjang 
konstruksi 

4 Kawasan Strategis Provinsi 
a. Kawasan strategis dari 

sudut kepentingan 
pertumbuhan ekonomi; 

b. Kawasan strategis dari 
sudut kepentingan 
pendayagunaan sumber 
daya alam dan/atau 
teknologi tinggi. 

Pembinaan dan 
pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi di bidang  
mineral dan 
batubara sesuai 
peraturan 
perundang-
undangan 

Kurangnya 
pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan 
kegiatan 
pertambangan 

Faktor 
Penghambat : 
a) Maraknya 

pertambangan 
tanpa izin 

 
Faktor Pendorong 
: 
a) Adanya potensi 

sumber daya 
mineral 
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3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRWP 

Sesuai dengan KLHS RTRWP yang telah disusun, tupoksi Dinas ESDM 

yang berkaitan dengan KLHS RTRWP tersebut yaitu: 

No Kebijakan KLHS 
Tupoksi Dinas 

ESDM 
Permasalahan 

Faktor 
Penghambat dan 

Pendorong 

1 Perwujudan kawasan 
indung dan Kawasan Hutan 
Produksi, kawasan 
pertanian tanaman pangan, 
Holtikultura, Pertambnagan, 
Perikanan, Peternakan, 
Perkebunan (Kawasan 
Budidaya) 

Pembinaan dan 
pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi di 
bidang  mineral dan 
batubara sesuai 
peraturan 
perundang-
undangan 

Belum optimalnya 
investasi untuk 
pengembangan 
sektor energi dan 
sumberdaya 
mineral, 
dikarenakan 
tumpang tindihnya 
wilayah 
pertambangan 
dengan kehutanan, 
perkebunan, 
lamanya pinjam 
pakai wilayah hutan  

Faktor 
Penghambat : 
a) Kekhawatiran 

sulitnya 
perizinan 
usaha 
pertambangan 

b) Maraknya 
pertambangan 
tanpa izin 

 
Faktor Pendorong 
: 
a) Potensi 

sumber daya 
mineral 

 

3.5  Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalbar 

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu 

strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat 

dalam 5 (lima) tahun (2018-2023) mendatang adalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya kontribusi terhadap PDRB sektor pertambangan 

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur kinerja pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat 

mengindikasikan totalitas produksi neto barang/jasa Kalimantan Barat 

memiliki kelimpahan sumberdaya alam yang besar khususnya di sektor 

pertambangan. Kelimpahan di sektor pertambangan itu harusnya juga 

diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi.  

No Uraian Laju Pertumbuhan PDRB 

  2014 2015 2016 2017 2018 

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2.32 2.42 4.10 6.53 6.68 

2 Pertambangan dan Penggalian 0.10 0.60 21.56 1.03 7.45 

3 Industri Pengolahan 4.24 3.50 4.34 2.95 2.75 

4 Pengadaan Listrik, Gas 22.69 7.06 21.94 4.51 3.58 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

4.26 3.70 4.44 4.61 4.63 

6 Konstruksi 10.76 9.35 2.63 6.68 1.94 
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7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

4.46 6.24 3.83 3.91 4.59 

8 Transportasi dan Pergudangan 5.83 5.24 6.10 5.01 7.47 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

5.81 5.90 4.37 3.92 6.99 

10 Informasi dan Komunikasi 12.03 11.19 10.28 15.98 6.91 
11 Jasa Keuangan 7.31 5.38 9.51 7.28 8.15 

12 Real Estate 6.14 3.53 2.35 2.80 4.11 

13 Jasa Perusahaan 5.95 7.11 3.13 1.27 4.06 

14 Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan 

5.79 7.18 7.37 4.77 5.73 

15 Jasa Pendidikan 5.44 3.13 1.67 1.44 3.41 
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4.43 4.31 2.76 3.89 6.73 

17 Jasa Lainnya 5.44 3.84 4.09 6.25 5.43 

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat 

Tabel di atas menjelaskan laju pertumbuhan seluruh sektor ekonomi pada 

tahun 2014ï2018. Pada tahun 2018, sektor Keuangan, Persewaan dan 

Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan yang paling besar 

dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu sebesar 8,15 persen. 

Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor 

dengan pertumbuhan angka 7,45 persen. Laju pertumbuhan PDRB di 

sektor Pertambangan dan Penggalian dari tahun 2014 ï 2018 tidak 

signifikan bisa dilihat dari grafik berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendahnya kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan dan Penggalian 

bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; 
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a) Belum optimalnya informasi potensi dan sumberdaya mineral 

dalam rangka meningkatkan investasi di bidang sumberdaya 

mineral.  

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sumberdaya mineral, 

batubara, minyak dan gas bumi  yang sangat besar yang lokasinya 

tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, terdiri 

atas Uranium sebesar 24.112 ton dan terdapat di Kabupaten Melawi; 

Emas terdapat semua Kab/kota sebesar 537.362.635,68 ton, Timbal 

terdapat  di Kab. Ketapang & Kota Singkawang sebesar > 444.393 

ton; Besi terdapat di Kab.Ketapang, Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, 

Bengkayang dan Sambas sebesar 102.880.224 ton, Mangan terdapat 

di Kab.Bengkayang dan Sambas sebesar 2.409.735 ton, Seng 

terdapat di Kabupaten Ketapang sebesar > 35.064 ton, Bauksit 

terdapat di Kab.Pontianak, Bengkayang, Sanggau, Landak, Ketapang, 

Sekadau, Kubu Raya dan Kayong utara sebesar 4.376.304.014 ton, 

Antimoni terdapat di Kab.Kapuas Hulu sebesar 149.990 ton, Cinnabar 

terdapat di Kab. Kapuas Hulu sebesar 5.306.283 ton, Barit terdapat di 

Kab. Ketapang sebesar 1.932 ton, Mika terdapat di Kab.Sanggau dan 

Sintang sebesar 524 ton, Batugamping terdapat di Kab.Kapuas Hulu, 

Bengkayang, Sambas dan Ketapang sebesar 30.000.000 ton, Zirkon 

terdapat di semua Kabupaten sebesar 1.571.778 tob, Kaolin terdapat 

di semua Kabupaten sebesar 316.858.857 ton, Ball Clay terdapat di 

Kab. Bengkayang sebesar 10.588.800 ton, Pasir Kuarsa terdapat di 

semua Kabupaten sebesar 630.431.456,75 ton, Kristal Kuarsa 

(Gemstone) terdapat di Kab. Ketapang, Landak dan Melawi sebesar 

813,06 ton, Intan terdapat di Kabupaten Landak sebesar 8.311,25 

karat, Feldspar terdapat di Kab. Sanggau, Sintang dan Sambas 

sebesar 2.233.667 ton, Batubara terdapat di Kab.Sintang, Melawi dan 

Kapuas Hulu sebesar 186.662.875 ton dan Gambut terdapat di semua 

Kabupaten sebesar 12.577.145.000 ton. Sedangkan jenis tambang 

batuan antara lain Andesit terdapat di Kab. Pontianak, Sintang, 

Melawi, Sanggau, Bengkayan dan Sambas sebesar 

1.040.989.330.189 ton, Basalt terdapat di Kab. Sanggau, Sambas dan 

Bengkayang sebesar 6.448.838.134 ton, Granit terdapat disemua 

Kabupaten sebesar 1.565.404.500.772 ton. Pasir sungai terdapat di 

semua Kabupaten sebesar 17.682.829.625 ton, Sirtu terdapat di 
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semua Kabupaten sebesar 110.851.194.293,28 ton. (lampiran 1. Peta 

Sebaran Potensi Sumber Daya Mineral) 

 

b) Belum optimalnya informasi terhadap geologi dan air tanah.  

Suatu kegiatan pembangunan tentu akan menimbulkan berbagai 

dampak terhadap lingkungan setempat baik dampak positif maupun 

dampak negatife, yang sangat erat berkaitan dengan pemanfaatan 

dan produktivitas sumber daya alam. Kegiatan ini apabila tidak 

ditanggulangi dengan baik dapat menimbulkan dampak negatf, yang 

dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan yang tidak teratur 

dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan intensitas terjadinya 

bencana (geologi) seperti longsor dan lain-lain. 

Dalam dasawarsa terakhir ini pembangunan berbagai bidang di 

Kalimantan Barat berlangsung dengan pesat, sejalan dengan 

meningkatnya pertumbuhan penduduk. Interaksi dari lajunya 

pembangunan ini harus didukung oleh ketersediaan lahan (wilayah) 

yang baik. Sedangkan keberadaan suatu lahan diatas bumi ini tidak 

terlepas dari pengaruh faktor-faktor geologi, baik sebagai produk yang 

menguntungkan maupun yang merugikan (pembatas). Berkaitan 

dengan masalah tersebut, penelitian geologi  Lingkungan dan mitigasi 

bencana geologi diharapkan dapat memberikan masukan atau 

memecahkan masalah terutama untuk perencanaan pengembangan 

wilayah. 

 

c) Belum optimalnya pemanfaatan, pengembangan dan pemetaan 

potensi air tanah 

Masih belum optimalnya pemanfaatan, pengembangan dan pemetaan 

potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air 

bersih dimana di dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2017 

dijelaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki 7 (tujuh) titik cekungan air 

tanah yaitu cekungan air tanah Paloh seluas 561 km2, Cekungan air 

tanah Sambas (3.178 km2), cekungan air tanah Singkawang (728 

km2), cekungan air tanah Pontianak (22.620 km2), cekungan air tanah 

Sintang (24,74 km2), cekungan air tanah Kapuas Hulu (7.107 km2) dan 

Palangkaraya-Banjarmasin (95.980 km2). (lampiran 2. Peta Cekungan 

Air Tanah Provinsi Kalimantan Barat) 
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d) Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan dan 

pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara  

Masih belum optimalnya penyelengaraan pengelolaan dan 

pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam 

peningkatan nilai tambah dan kontribusi penerimaan iuran tambang 

terhadap PDRB dan masih banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda 

antara  kegiatan usaha pertambangan  dengan kegiatan usaha sektor 

lain (Pemanfaatan lahan ganda). 

Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah usaha pertambangan 

mineral dan batubara yang telah dilakukan di Kalimantan Barat baik 

berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang 

meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, 

Penambangan, Pengolahan dan Permurnian, Pengangkutan dan 

Penjualan serta Kegiatan Pasca Tambang. 

Jumlah Perizinan sektor Pertambangan Mineral & batubara  

PROVINSI KALBAR  yang telah dikeluarkan atau diberikan kepada 

Perusahaan  sampai dengan 30  Juni  2018  adalah  sebanyak  484  

IUP yang terdiri dari 147 IUP Komoditas Mineral Logam dan Batubara, 

337 IUP Komoditas Mineral Non Logam dan Batuan, 2 IUP 

OPKPengolahan dan Pemurnian Logam, 6 Izin Usaha Jasa 

Pertambangan (IUJP), dan 9 Izin SKT Pertambangan. 

Sedangkan berdasarkan tahap kegiatannya, jumlah IUP di Provinsi 

Kalimantan Barat terdiri dari 195 IUP Eksplorasi dan 289 IUP Operasi 

Produksi. Dari jumlah 147 IUP Komoditas Logam dan Batubara di 

Kalimantan Barat, berdasarkan status perizinan di Dirjen Minerba 

KESDM diketahui rincian status IUP kategori CNC sebanyak 143 izin 

dan IUP kategori Non CNC sebanyak 4 izin (sedang proses 

rekonsiliasi). 

Jumlah IUP yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota, namun belum 

disesuaikan menjadi Izin Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan 

yang berlaku adalah sebanyak 107 IUP. 

Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi Provinsi Kalimantan Barat 

berdasarkan data terakhir yang belum menempatkan Jaminan 

Reklamasi dan Pasca Tambang adalah sebanyak 239 IUP.  
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Dari penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tersebut, 

kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Iuran tambang) 

Kalimantan Barat (Prov/Kab/Kota) tahun 2017 sebesar Rp. 

773.450.203.849,50 terdiri dari Landrent (Iuran tetap) sebesar 

Rp.130.543.818.487,50 dan Royalti (Iuran produksi) sebesar Rp. 

278.806.069.537,00,-. Sedangkan realisasi penerimaan Dana Bagi 

Hasil (DBH) untuk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 sebesar Rp. 

123.752.031.016,- terdiri dari Landrent (Iuran tetap) sebesar 

Rp.20.887.010.958,- dan Royalti (Iuran produksi) sebesar Rp. 

4.278.617.154,-.  

 

2. Rendahnya Ratio Elektrifikasi  

 Pembangkit listrik terdiri pembangkit listrik PLN, pembangkit listrik swasta 

dan captive power serta pembangkit listrik dari energi baru dan 

terbarukan. 

Sampai dengan akhir tahun 2017, produksi energi listrik sebesar 

2.683.548.654 kWh meningkat 5,34% dibanding tahun sebelumnya. 

Dari jumlah tersebut, produksi energi listrik ini didominasi pembelian dan 

sewa dari luar PLN sebesar 84,8 %. Untuk Produksi sendiri 9 % oleh 

pembangkit tenaga diésel (PLTD), Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) 5,9 % 

Pembangkit Tenaga Gas (PLTG) 0,2 %, pembangkit PLTMH sebesar 0,1 

% dan PLTS sebesar 0,001 %.  

Ratio elektrifikasi pada akhir tahun 2017 sebesar 82,21 %  dengan jumlah 

pelanggan 1.040.948 pelanggan. Sementara Ratio Desa Berlistrik pada 

tahun 2017 berdasarkan data PLN sebesar 77 %. 

Rendahnya rasio elektrifikasi di Kalimantan Barat bisa disebabkan oleh 

faktor masih banyaknya potensi energi baru terbarukan tetapi belum dapat 

dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum dapat meningkatkan rasio 

elektrifikasi. 

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi Energi yang bersumber dari 

energi baru dan terbarukan dan berdasarkan inventarisasi potensi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan 

tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi 

teoritis sebesar 67,54 MW, suatu potensi yang tidak kecil nilainya 
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sehingga perlu dikaji lebih jauh bagaimana memanfaatkan potensi energi 

air ini untuk kebutuhan sarana listrik masyarakat secara maksimal. 

Sebagai negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai 

potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m2.  

Untuk Kalimantan Barat sendiri yang dilintasi Garis Khatulistiwa 

mempunyai nilai intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi 

energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m2 sampai dengan 

9.583,9 Wh/m2 sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan 

energi listrik melalui proses fotovoltaik atau dengan menggunakan secara 

langsung panas energi matahari tersebut. 

Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan 

tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi 

teoritis sebesar 67,54 megawatt. Pemanfaatan potensi energi air di 

Kalimantan Barat telah dilakukan PT. PLN dengan adanya enam 

pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas total 2.030 kilowatt. 

Selain itu pemanfaatan energi air juga dimanfaatkan melalui 

pembangunan satu unit pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) 

berkapasitas total 200 kilowatt. 

Potensi energi angin yang cukup banyak untuk dimanfaatkan secara 

optimal sebagai sumber energi untuk pembangkitan energi listrik. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi Supadio, secara 

umum kecepatan angin rata-rata 2-6 knot dan kecepatan maksimum rata-

rata per bulan adalah 6-26 knot. 

Dengan melihat potensi perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Barat 

yaitu sebesar 921.560 ton per tahunnya, maka dapat diperkirakan besar 

potensi daya listrik yang mampu dihasilkan. Dari 921.560 ton produksi 

TBS per tahun akan dihasilkan CPO sebanyak 22% atau sekitar 202.743 

ton CPO. Jika kita memperkirakan bahwa 50% dari CPO tersebut dapat 

digunakan sebagai biodesel, maka dapat dihasilkan sekitar 101.371 ton 

biodesel. Jika kita anggap 1 liter = 1 kg, maka biodesel yang dihasilkan 

setara dengan 101.371.000 liter per tahunnya. Potensi daya yang 

dihasilkan dari biodesel tersebut adalah 893.907.909,09 kWh per 

tahunnya. 

Potensi biomassa di Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki potensi yang 

cukup besar jika dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Potensi ini 

didapat dari hasil pengelolaan limbah pertanian, antara lain : sekam padi 
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yang memiliki potensi setara dengan 73.107.507,20 SLM atau dalam 

bentuk energi listrik setara dengan 664.613.701,82 kWh setiap tahunnya, 

karet setara dengan 101.766.582 SLM atau dalam bentuk energi setara 

dengan 925.150.745,45 kWh per tahun, kelapa setara dengan 1.808.400 

SLM atau 16.440.000 kWh per tahun, kopi setara dengan 1.628.676 SLM  

atau 14.806.145,45 kWh per tahunnya, coklat/kakao setara dengan 

974.970 SLM atau 8.863.363,64 kWh per tahunnya. 

Potensi energi biogas di Provinsi Kalimantan Barat dapat diperoleh dari 

limbah ternak yaitu sapi, kerbau, babi, maupun unggas. Dari hasil 

inventarisasi, pengumpulan data dan analisa yang dilakukan maka potensi 

energi dari pemanfaatan limbah ternak yang dapat dimanfaatkan untuk 

biogas ini dapat mencapai 6.084.067,95 SLM  yang jika dikonversi 

menjadi energi listrik setara dengan 55.309.708,64 kWh. 

Mengingat kondisi pasokan listrik yang mulai mengalami defisit terutama 

di wilayah Kalimantan Barat, salah satu usaha yang dapat dilakukan 

adalah pemanfaatan sumber energi lain melalui pengembangan dan 

pemanfaatan energi alternatif, disamping mengoptimalkan penggunaan 

energi yang sudah ada.  

Hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 

mengklasifikasikan kandungan uranium di Kalimantan Barat (Kecamatan 

Nanga Ella, Kabupaten Melawi) sebagai cadangan terukur/terbukti 

sebesar 900 ton, dengan cadangan terindikasi sebesar 6.962 ton, 

cadangan tereka sebesar 1.737 ton, dan cadangan hipotetik sebesar 

14.517 ton. Seiring dengan  ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Pemerintah Kalbar telah berupaya 

mendorong Pemerintah Pusat agar pemanfaatan potensi uranium tersebut 

di atas dapat dioptimalkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga 

nuklir. 

Kalimantan Barat merupakan wilayah yang strategis untuk dibangun PLTN 

karena beberapa alasan, salah satunya adalah kondisi tanah dan batuan 

yang relative stabil dengan angka kegempaan yang rendah, baik gempa 

tektonik maupun gempa vulkanik. 

Secara khusus PLTN bagi Kalimantan Barat merupakan penyedia 

pasokan energy listrik alternatif. Sementara secara umum, PLTN 

merupakan bagian dari strategi energy listrik nasional jangka panjang 
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yang dimaksudkan untuk kepentingan energy rakyat sepertu termaktub 

dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.  

Pemilihan Kalimantan Barat sebagai calon tapak PLTN mendapat 

perhatian yang sangat penting, terutama dilihat dari sudut pandang letak 

geografis, batuan penyusun, dan pengaruh struktur geologi yang cukup 

mendukung (Susiati,et.al.,2018) dan harus disesuaikan dengan Perka 

Bapeten Nomor 4 Tahun 2018 yang telah diterbitkan. 
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4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral 

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau 

merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai Visi, melaksanakan 

Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dari sektor 

energi dan sumber daya mineral yang dihadapi. Tujuan Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimatan Barat tahun 2018 ï 2023, yaitu ; 

1. Meningkatnya Nilai tambah dan Kontribusi Penerimaan daerah dari 

pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara; 

2. Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur serta Pasokan Tenaga Listrik 

Wilayah Kalbar.  

 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan 

diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan 

arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan energi dan 

sumber daya mineral di daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu 

5 (lima) tahun ke depan. Sasaran untuk mencapai tujuan, Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 ï 2023, yaitu: 

1. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi dari pelaksanaan usaha 

pertambangan mineral dan batubara; 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur tenaga listrik di Wilayah 

Kalimantan Barat. 
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Tabel  4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
Provinsi Kalimantan Barat 

 
No. 

 
TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 
TUJUAN/ 

SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 
KE 

1  
2019 

2 
2020 

3 
2021 

4 
2022 

5 
2023 

(1) (2) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) 

1. Meningkatnya Nilai 
tambah dan Kontribusi 
Penerimaan daerah dari 
pelaksanaan usaha 
pertambangan mineral 
dan batubara 

 Laju Pertumbuhan PDRB 
Sektor Pertambangan 
ADHK (Persen) 

7,47 7,49 7,51 7,53 7,55 

1. Meningkatkan 
penyediaan data dan 
informasi potensi dan 
pemanfaatan 
sumberdaya geologi dan 
air tanah 

jumlah data penelitian dan 
pengembangan 
sumberdaya geologi 

20% 20% 20% 20% 20% 

2. Meningkatkan 
pendapatan di sektor air 
tanah 

Jumlah pendapatan dari 
sektor air tanah (juta rupiah) 

250 300 350 400 450 

3. Meningkatkan nilai 
tambah dan kontribusi 
penerimaan daerah dari 
pelaksanaan usaha 
pertambangan mineral 
dan batubara 

Jumlah Penerimaan Iuran 
sektor Pertambangan wilyah 
Kalbar (Milyar Rupiah) 

105 110 115 120 125 

4. Melakukan konservasi 
lingkungan akibat 
kegiatan pertambangan 

Persentase wilayah 
pertambangan yang sudah 
direklamasi 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

2. Ketersediaan infrastruktur 
serta Pasokan Tenaga 
Listrik Wilayah Kalbar 

 Rasio Elektrifikasi 85 87 89 91 93 
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No. 

 
TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 
TUJUAN/ 

SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 
KE 

1  
2019 

2 
2020 

3 
2021 

4 
2022 

5 
2023 

(1) (2) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) 

Meningkat 1. Meningkatkan 
ketersediaan energi 
listrik dan keandalan 
infrastruktur tenaga 
listrik di Wilayah 
Kalimantan Barat 

Daya Mampu Listrik di 
Kalbar (MW) 

670  915 1093 1193 1296 

2. Pengembangan energi 
berbasis energi baru 
terbarukan 

Persentase Kontribusi 
Bauran Energi berbasis EBT 

0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 
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Strategi dan kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan 

sasaran dari misi yaitu dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan 

energi dan sumber daya mineral daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat. Arah strategi dan kebijakan 

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Barat dalam rangka pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral 

daerah Kalimantan Barat dirumuskan untuk mencapai dibidang pengembangan: 

1. Kegeologian yaitu peningkatan inventarisasi dan pemetaan geologi dan air 

tanah serta peningkatan pendapatan di sektor air tanah dengan 

bertambahnya jumlah perizinan; 

2. Mineral dan Batubara yaitu peningkatan produksi dan pengusahaan sumber 

daya mineral melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan usaha pertambangan 

mineral dan batubara serta melakukan reklamasi terhadap lahan yang 

terganggu serta melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan.  

3. Ketenagalistrikan berupa peningkatan penyediaan tenaga listrik non PLN, 

peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang aman, andal 

dan ramah lingkungan serta pengembangan penyediaan energi listrik 

berbasis tenaga surya dan juga berbasis nuklir 

4. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi diarahkan pada diversifikasi 

dan konservasi energi serta pengembangan listrik yang bersumber dari energi 

baru dan terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH dan PLTN, PLTB), untuk 

mencapai beberapa hal yakni rencana pelaksanaan peningkatan ketahanan 

dan kemandirian energi terdiri dari jangka panjang, jangka menengah dan 

jangka panjang sebagai berikut: 

a. Jangka pendek; 

1. Mendorong percepatan pembangunan pembangkit-pembangkit baru 

yang dilaksanakan oleh pihak PLN; 

2. Mendorong pengembangan Desa Mandiri Energi dengan pemanfaatan 

potensi energi terbarukan yang ada di daerah; 



 Rencana Strategis (RENSTRA)  

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018 ð 2023  

 

      Halaman 49 

 

 

3. Mendorong pelaksanaan konservasi energi dan diversifikasi energi. 

 

b. Jangka menengah; 

1. Survey potensi energi baru dan terbarukan; 

2. Identifikasi kebutuhan energi yang paling mendesak untuk masyarakat 

desa; 

3. Sosialisasi penghematan energi dan air. 

c. Jangka panjang; 

1. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. 

 

5.1 Strategi  

Strategi pengembangan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah 

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Barat sebagai berikut: 

1) Peningkatan inventarisasi dan pemetaan geologi dan air tanah; 

2) Meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi air tanah; 

3) Mendayagunakan dan meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan usaha 

pertambangan mineral dan batubara; 

4) Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan pengusahaan mineral dan 

batubara. 

5) Memberikan perlindungan lingkungan dan memperhatikan konservasi 

sumberdaya mineral; 

6) Peningkatan penyediaan tenaga listrik Non PLN serta peningkatan 

pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah 

lingkungan;  

7) Melakukan diversifikasi dan konservasi energi serta pembangunan 

pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (PLTA, PLTS, 

PLTMH dan PLTN, PLTB). 

 

5.2 Kebijakan  

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan 

untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai 

tujuan dan sasaran. 
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 Arah kebijakan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 

Barat sebagai berikut: 

1) Meningkatkan ketersediaan informasi potensi geologi & pemanfaatan 

Sumberdaya geologi dan air tanah serta pemetaan Geologi air tanah; 

2) Peningkatan pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi air tanah; 

3) Peningkatan pendapatan di sektor air tanah dengan bertambahnya jumlah 

perizinan 

4) Peningkatan produksi dan pengusahaan sumber daya mineral melalui 

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha 

pertambangan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara; 

5) Melakukan reklamasi terhadap lahan yang terganggu serta melakukan 

evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 

6) Mengoptimalkan penyediaan tenaga listrik Non PLN; 

7) Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT dan mendorong 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). 

Adapun Sasaran dengan Strategi dan Kebijakan pembangunan Energi dan Sumber 

Daya Mineral di daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 ï 2023 digambarkan 

pada Tabel  5.1: 

Tabel  5.1 

Strategi dan Arah Kebijakan 

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI 
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA 

KELOLA PEMERINTAHAN 

MISI 4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 

 

TUJUAN 

 

SASARAN 

 

STRATEGI 
 

 

KEBIJAKAN 

1. Meningkatnya 
Nilai tambah dan 
Kontribusi 
Penerimaan 
daerah dari 
pelaksanaan 
usaha 
pertambangan 
mineral dan 
batubara 

Meningkatkan 
penyediaan data dan 
informasi potensi 
dan pemanfaatan 
sumberdaya geologi 
dan air tanah 

Peningkatan 
inventarisasi dan 
pemetaan geologi dan 
air tanah; 

 

Meningkatkan 
ketersediaan 
informasi potensi 
geologi & 
pemanfaatan 
Sumberdaya geologi 
dan air tanah serta 
pemetaan Geologi air 
tanah; 

Meningkatkan 
pendapatan di sektor 
air tanah 

Meningkatnya 
pemanfaatan, 
pengelolaan dan 
konservasi air tanah 

Peningkatan 
pendapatan di sektor 
air tanah dengan 
bertambahnya jumlah 
perizinan 
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TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI 
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA 

KELOLA PEMERINTAHAN 

MISI 4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 

 

TUJUAN 

 

SASARAN 

 

STRATEGI 
 

 

KEBIJAKAN 

Meningkatkan nilai 
tambah dan 
kontribusi 
penerimaan daerah 
dari pelaksanaan 
usaha pertambangan 
mineral dan batubara 

1) Mendayagunakan 
dan meningkatkan 
penyelenggaraan 
pengelolaan 
usaha 
pertambangan 
mineral dan 
batubara; 

2) Mengoptimalkan 
pengawasan dan 
pembinaan 
pengusahaan 
mineral dan 
batubara. 

Peningkatan produksi 
dan pengusahaan 
sumber daya mineral 
melalui pembinaan 
dan pengawasan 
terhadap 
penyelenggaraan 
pengelolaan usaha 
pertambangan dan 
pelaksanaan usaha 
pertambangan 
mineral dan batubara; 

Melakukan 
konservasi 
lingkungan akibat 
kegiatan 
pertambangan 

Perlindungan 
lingkungan dan 
konservasi terhadap 
izin usaha 
pertambangan. 

Melakukan reklamasi 
terhadap lahan yang 
terganggu serta 
melakukan evaluasi 
pelaksanaan 
pengelolaan dan 
pemantauan 
lingkungan; 

MISI 1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur 

1) Ketersediaan 
infrastruktur 
serta Pasokan 
Tenaga Listrik 
Wilayah Kalbar 
Meningkat 

Meningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas 
infrastruktur tenaga 
listrik di Wilayah 
Kalimantan Barat 

Peningkatan 
penyediaan tenaga 
listrik Non PLN dan 
Peningkatan 
pembangunan 
infrastruktur 
ketenagalistrikan yang 
aman, andal dan 
ramah lingkungan. 

Mengoptimalkan 
penyediaan tenaga 
listrik Non PLN. 

 

Pengembangan 
energi berbasis 
energi baru 
terbarukan 

Melakukan 
diversifikasi dan 
konservasi energi 
serta pembangunan 
pembangkit listrik 
yang bersumber dari 
energi baru 
terbarukan (PLTA, 
PLTS, PLTMH dan 
PLTN, PLTB) 

Pembangunan 
pembangkit listrik 
berbasis EBT dan 
mendorong 
pembangunan 
Pembangkit Listrik 
Tenaga Nuklir 
(PLTN). 

 




